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ACHMAD RIFAI (B11113140) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN” 
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 213/PID.B/2015/PN.WTP). Di bawah 
bimbingan (Bapak Andi Muhammad Sofyan) sebagai pembimbing I dan 
(Ibu Audyna Mayasari Muin) sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum 
pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang 
mengakibatkan kematian, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan 
yang mengakibatkan kematian. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) 
dan penelitian lapangan (field research) dengan tipe penelitian deskriptif. 
Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap 
peraturan perundangan-undangan. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh lansung dari objek penelitian dilapangan dan data 
sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini 
dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watampone. 
 
Adapun hasil penelitian ini yaitu, Penerapan hukum pidana materil dalam 
perkara ini tidak tepat. Dengan alasan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP 
tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum ini tidak berkesesuaian 
dengan perkara ini. Penulis berpendapat dalam perkara ini lebih tepatnya 
mendakwakan dengan tindak pidana Penganiayaan Berat Pasal 354 ayat 
(2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun Pertimbangan  Majelis Hakim 
dalam pengambilan keputusan, menurut penulis sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku. karena berdasarkan tiga alat bukti yang sah 
yaitu keterangan saksi, surat berupa Visum et Repertum, keterangan 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan 
kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya 
untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai 
mahluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal 
budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan 
membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalani 
kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan 
digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan apa yang dimilikinya itu, 
maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, 
perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka 
miliki tersebut. 
 Dalam kehidupan sehari-hari di zaman moderen ini, banyak terlihat 
dampak dari perkembangan zaman, baik dampak positif maupun dampak 
negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dengan pesatnya kemajuan dalam 
dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala 
kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak lansung, pesatnya 
perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat 
dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam 
kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang 
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sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja 
melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya. Dikatakan 
manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang 
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.1 Ini menjadi salah 
satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. 
 Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan 
tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD19945) pada Pasal 1 ayat 3 bahwa “ Negara 
Indonesia Adalah Negara Hukum”2  (rechstat), tidak berdasar Kekuasaan 
belaka (machstat). 
 Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum 
terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. 
Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu 
mengatur setiap tindakan dan tingkahlaku masyarakatnya berdasarkan 
atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar 
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-
                                                          
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, 
hlm. 54. 
2 Indonesia Legal Center Publishing, UUD 1945 & konstitusi Indonesia, Cetakan Ketiga, 
Jakarta Selatan, CV Karya Gemilang, 2014, hlm. 52. 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) yaitu 
bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala 
bentuk kejahatan. 
Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan 
masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam 
kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan 
bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan 
yang melanggar hukum seperti penjambretan, penodongan, 
penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan dan masih banyak 
lagi perbuatan melanggar hukum lainnya. Maraknya tindakan tersebut 
yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut 
tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik, 
dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan 
pergaulan yang kurang baik.  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 
dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk 
perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
secara yang tidak syah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak 
berdaya.3 
                                                          
3 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cetakan Ulang, Bogor, Politeia, 
1996, hlm. 98. 
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Kekerasan yang dilakuka oleh seseorang baik bersama-sama 
maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat 
dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam Buku II 
Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang 
terdapat dalam Pasal 153-181 KUHP. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan 
bahwa yang dapat menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat 
ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain,4 jelas harus 
dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya 
selaku Subjek Hukum yang patut mendapatkan keadilan.  
Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat 
mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap 
beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang 
menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan 
faktor psikologis seseorang. 
Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan, di 
mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi 
salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. 
Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak 
berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. 
Dalam hal penegakan hukum, aparat hukum telah melakukan 
usaha pencegahan dan penanggulangannya. Namun dalam 
kenyataannya, masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun 
                                                          
4 R. Soesilo, op. Cit., hlm. 146. 
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terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan kekerasan di 
Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Bone pada khususnya 
meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan 
modus operandi yang berbeda. 
Di dalam sistem peradilan, dalam penegakan hukum harus sesuai 
dengan kaidah hukum dan aspek keadilan dalam masyarakat. Pada 
kenyataan saat ini masih belum bisa dijamin terlaksananya sebuah proses 
peradilan yang jujur dan adil. Di mana kadangkala masi terdapat 
kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan pidana 
yang kurang adil oleh hakim.  
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih 
lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan 
juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
dalam perkara pidana (NO.213/PID.B/2015/PN.WTP) 
Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat skripsi 
dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 
Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan 
NO.213/PID.B/2015/PN.WTP)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan 
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secara bersama-sama dalam putusan perkara 
No.213/PID.B/2015/PN.WTP? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 
kematian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan 
perkara No.213/PID.B/2015/PN.WTP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penulisan yang ingin dicapai pada penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang 
dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara 
No.213/PID.B/2015/PN.WTP. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 
kematian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan 
perkara No.213/PID.B/2015/PN.WTP. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 




2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada 
umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang Ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia. 
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 





















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam teks Bahasa Belanda dari Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP), dapat ditemukan istilah strafbaar feit. Tim penerjemah 
Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari 
Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahakan istilah 
strafbaar feit ini sebagai Tindak Pidana.  
Selain istila tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang 
sering digunakan, yaitu : 
a) Perbuatan pidana. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.5 
b) Peristiwa pidana. Istilah ini digunakan oleh E. Utrecht, yang 
mengemukakan bahawa peristiwa hukum adalah suatu kelakuan 
yang melawan hukum/kelakuan yang dapat dihukum.6 
c) Delik. Istilah ini berasal dari Bahasa Latin (kata benda) : delictum, 
yang artinya pelanggaran, perbuatan yang sah, kejahatan.7 
Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana 
atau strafbaar feit. Karenanya, para penulis hukum pidana telah 
                                                          
5 Moeljatno, Op. Cit., hlm. 54. 
6 Frans maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 
PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 60. 
7 Ibid, hlm. 57. 
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memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan 
tentang arti dari istilah tersebut. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwah tindak pidana adalah 
perbuatan yang pelakunya seharusnya dihukum. Tindak pidana 
dirumuskan dalam Undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, 
Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan 
pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.8 di mana di 
dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan 
menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh 
pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, si pelaku seharusnya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 
Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain : 
a) Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan 
melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) 
seseorang yang mampu bertanggung jawab.9 
b) Menurut Vos, menjelaskan dengan singkat bahwa strafbaar feit 
ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh Peraturan 
Perundang-Undangan diberikan pidana.10 
c) Menurut Pompe, secara teoritis tindak pidana ialah pelanggaran 
norma yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus 
                                                          
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Trinity, hlm. 105. 
9 A. Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 
224. 
10 Ibid., hlm. 225. 
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dipidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum.11 
d) Menurut Wirjono Prodjokoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.12 
e) Menurut Van, sebagai mana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, 
Strafbaar Feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.13 
Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan 
yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak 
pidana. Moeljatno menggunakan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, 
perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagai mana 
dikatakannya bahwa “ perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada 
sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana 
kalau dilanggar”.14 
Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang 
berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu 
bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan 
pidana. Melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur 
pertanggungjawaban pidana. 
                                                          
11 A. Zainal Abidin, Op. Cit., hlm. 225. 
12 Frans maramis, Op. Cit., hlm 58. 
13 Moeljatno, Op. Cit., hlm 56. 
14 Ibid., hlm. 56-57. 
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 Berdasarkan rumusan di atas, dapat diartikan bahwa tindak pidana 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 
diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diberi 
sanksi berupa sanksi pidana. 
 Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 
delik, dikarenakan alasan sebagai berikut : 
a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana: 
b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan Badan Hukum, badan, orang 
mati: 
c) Orang yang menggunakan istilah strafbaar feit, tindak pidana dan 
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik: 
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi yang tidak kenal menurut hukum pidana 
ekonomi Indonesia: 
e) Tidak menimbulkan keganjalan seperti Peristiwa Pidana (bukan 
peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).15 
 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaar 
feit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh 
pakar-pakar dengan dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan 
yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. 
                                                          
15 Andi Zainal Abidin, Op. Cit., hlm. 231-232. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 2 
(dua) sudut pandang, yaitu :  
a) Sudut Teoritis, artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang 
tercermin pada bunyi rumusannya. 
b) Sudut Undang-Undang, adalah bagaimana kenyataan tindak 
pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-
Pasal Peraturan Perundang-undangan yang ada. 
Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak 
pidana, umumnya terlebih dahulu dikemukakan pembedaan dasar 
antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan (pertanggungjawaban 
pidana). Unsur perbuatan sering disebut unsur objektif sedangkan 
unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. 
 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis 
Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana 
yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham Dualisme 
maupun paham Monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak 
pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. 
Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli. 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
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3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).16 
Perbuatan manusia saja yang boleh diatur, oleh aturan 
hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak 
mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. 
Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang 
artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang 
melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atau tidak merupakan hal 
yang lain dari pengertian perbuatan pidana. 
Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: 
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3) Diadakan tindakan penghukuman.17 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan 
penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap 
perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman 
(pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam 
pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian 
dijatuhi pidana. 
Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur pidana adalah: 
1) Kelakuan manusia; 
                                                          
16 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima, Jakarta, PT Rajagrafindo, 
2010, hlm. 79. 
17 Ibid., hlm. 80. 
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2) Diancam dengan pidana; 
3) Dalam Peraturan Perundang-undangan.18 
Dapat dilihat bahwa dari tiga batasan penganut batasan 
dualisme tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana 
itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-
undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari 
unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut 
tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, 
semata-mata mengenai perbuatannya. 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut 
paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil 
dua rumusan saja, yaitu Jonkers dan Schravendijk. 
Menurut Jonkers,dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum ( yang berhubungan dengan); 
3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4) Dipertanggungjawabkan.19 
 
Sementara itu, Schravendijk merincikan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1) Kelakuan (orang yang); 
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) Diancam dengan hukuman; 
                                                          
18 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 80. 
19 Ibid., hlm. 81. 
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4) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
5) Dipersalahkan/kesalahan.20 
Walaupun rincian rumusan diatas tampak berbeda, namun 
pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang 
mengenai diri orangnya. 
 
b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang 
Buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III 
memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan 
dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan 
walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). 
Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali 
tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung 
jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik 
sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara 
khusus untuk rumusan tersebut. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP 
itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu : 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
                                                          
20 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 81. 
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3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana; 
9) Unsur objek hukum tindak pidana; 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.21 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan 
dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif. Sedangkan 
selebihnya berupa unsur objektif. ”Unsur melawan hukum 
adakalanya bersifat objektif, misalnya perbuatan melawan 
hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362) 
terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau 
kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 
pada kalimat (tanpa izin pemerintah), juga pada Pasal 253 pada 
kalimat (menggunakan cap asli secara melawan hukum) adalah 
berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan 
hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 
378), pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369) dimana 
disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
                                                          
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 82. 
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lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum 
pada perbuatan mememiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang 
bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda 
orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan 
masyarakat”.22 
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan 
hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang 
berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua 
unsur mengenai perbuatannya, akibatnya, dan keadaa-keadaan 
tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak 
pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua 
unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin 
orangnya. 
J.M. Van Bammelen mengatakan bahwa pembuat undang-
undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang 
dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang 
berkaitan dengan si pelaku dinamakan bagian subjektif. Bagian 
yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan 
keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, 
dinamakan bagian objektif.23 
                                                          
22 Moeljatno, Op. Cit., hlm. 62. 
23 Frans maramis, Op. Cit., hlm. 66. 
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Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa 
pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan 
delik hanya mempunyai dua elemen dasar yaitu terdiri atas: 
1) Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa tindak pidana terdiri 
dari suatu perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang 
bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang 
melawan hukum yang menyebabkan diancam dengan pidana 
oleh peraturan hukum, dan 
2) Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari 
pada tindak pidana.24 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa elemen tindak 
pidana itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu 
kelakuan bertentangan dengan hukum dan elemen subjektif yang 
berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung 
jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang bertentangan 
dengan hukum itu. 
Ahli hukum yang lansung melakukan pembagian secara 
terinci, misalnya D. Hazewinkel-suringa, sebagaimana yang dikutip 
oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana yang lebih terperinci, yaitu : 
1) Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (menselijke 
gedraging), berupa berbuat atau tidak berbuat (een doen of 
                                                          
24 Frans maramis, Op. Cit., hlm. 66. 
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nalaten). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan 
(daadstrafrecht). Cogitationis poenam nemopatitur (tidak 
seorangpun dapat dipidana hanya atas apa yang 
dipikirkannya). 
2) Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini 
terdapat pada delik material. 
3) Pada delik banyak dirumuskan keadaan pisikis, seperti maksud 
(oogmerk), sengaja (opzet), dan kealpaan (onachzaamheid 
atau culpa). 
4) Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan 
objektif, misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan 
(Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di 
depan umum (in het openbaar). 
5) Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan 
untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123 “jika pecah 
perang”, Pasal 164 dan Pasal 165: “jika kejahatan itu jadi 
dilakukan”, Pasal 345: kalau orang itu jadi bunuh diri”, Pasal 
531: “jika kemudian orang itu meninggal”. 
6) Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis 
yang khusus, yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan 
hukum, tanpa wewenang, dengan melampaui wewenang. 
7) Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. 
Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang 
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mencantumkannya dalam rumusan delik, misalnya Pasal 122: 
dalam waktu perang.25 
H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip Bambang Poernomo, 
mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan 
ada beberapa unsur (elemen), yaitu : 
1) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau 
tidak berbuat (een doen of nalaten); 
2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam tindak pidana 
selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada 
suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang 
elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delict formil, akan 
tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas 
yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delict materil; 
3) Elemen subjektif yaitu kesalaha, yang diwujudkan dengan kata-
kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa); 
4) Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid); 
5) Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-
undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam 
Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum dan segi subjektif 
misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu 
(voorbedachteraad).26 
 
                                                          
25 Frans maramis, Op. Cit., hlm. 67-68. 
26 Ibid., hlm. 68-69. 
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B. Tindak Pidana Kekerasan 
 Tindak pidana kekerasan atau kejahatan kekerasan adalah suatu 
problem yang senantiasa muncul di ditengah-tengah masyarakat. Masalah 
tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri 
sepanjang masa. Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah 
kejahatan kekerasan, penulis menganggap perlu untuk mengemukakan 
pengertiannya terlebih dahulu. 
 
1. Pengertian Kekerasan 
Bila ditinjau dari segi bahasa (estimologi), maka kekerasan berasal 
dari kata dasar ”keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian 
mendapat akhiran “an”. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada 
suatu kegiatan, Kekerasan dapat diartikan sebagai “perihal keras atau 
perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 
cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik 
seseorang. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan 
pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan 
kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebut bahwa “membuat 
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan”.27 
                                                          
27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 29. 
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Pada penjelasan Pasal 89 KUHP, dijelaskan bahwa : “Melakukan 
kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak 
kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau 
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan 
sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut 
pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.28 
 Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya 
dilakukan terhadap orang saja, R. Soesilo memberikan penjelasan 
mengenai kekerasan. Kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai cara 
sebagai berikut : 
a) Pengrusakan terhadap barang; 
b) Penganiayaan terhadap orang atau hewan; 
c) Melempar pada orang atau rumah; 
d) Membuang-buang barang sehingga berserakan dan lain 
sebagainya.29 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek 
kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda dan 
hewan. 
Setelah dibahas pengertian kekerasan, maka tibalah kita pada 
pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan? 
Penulis menyadari bahwa belum ada suatu pengertian yang baku atau 
resmi termuat tentang kejahatan kekerasan. Apalagi memasukkan 
                                                          
28 R. Soesilo, Op. Cit., hlm.  98. 
29 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP, Cetakan Kempat, Jakarta, Sinar 
Grafiaka, 2011, hlm. 6. 
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kejahatan kekerasan menjadi golongan tersendiri. Oleh karena itu 
penulis mencoba memberikan pengertian kejahatan kekerasan 
sebagaimana yang telah dibahas. Kejahatan kekerasan adalah 
merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum 
dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, emosional, 
dan pisikologis terhada sesuatu yang menjai sasaran. 
 
2. Jenis-Jenis Kejahatan Kekerasan 
 Kejahatan kekerasan di dalam KUHP pengaturannya tidak 
disatukan dalam satu Bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam 
bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan 
sebagai berikut : 
a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338 s/d Pasal 350); 
b) Kejahatan penganiayaan (Pasal 351 s/d Pasal 358); 
c) Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285); 
d) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan 
(Pasal 359 s/d 367). 
Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai 
berikut: 
a) Kejahatan pembunuhan; 
b) Kejahatan penganiayaan berat; 
c) Kejahatan pencurian dengan kekerasan; 
d) Kejahatan pemerkosaan; 
e) Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum. 
  
24 
Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu-persatu kejahatan 
kekerasan tersebut di atas. 
a) Kejahatan Pembunuhan 
Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP 
pada Bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang 
yang selanjutnya diatur pada Pasal 338 s/d Pasal 350 adalah 
merupakan suatu delik materil, maka menitik beratkan pada akibat 
yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. 
Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud 
bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan 
pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya. 
b) Kejahatan Penganiayaan Berat 
Kejahatan penganiayaan berat sebagaimana dalam KUHP 
selanjutnya diatur dalam Pasal 354 dan Pasal 355, dikataka tindak 
penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu 
dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka 
berat. Luka berat dimaksud di sini adalah merupakan tujuan utama, 
jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melalui luka berat. 
Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak di 
maksudkan oleh si pembuat dan luka berat itu hanya merupakan 
akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang 




c) Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan 
Kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh pembentuk 
undang-undang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Perlu diketahui 
bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan 
modus pencurian lainnya. Perbedaannya terletak pada klasifikasi 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan 
pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang paling penting 
dalam pencurian dengan kekerasan.  
d) Kejahatan Kekerasan Terhadap Ketertiban Umum 
Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum di dalam 
M.V.T (memory van teolichting) diartikan dengan kejahatan yang 
sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan masyarakat 
dan bagi ketertiban alamiah di dalam masyarakat. Pembentuk 
undang-undang memakai kata “Kejahatan Kekerasan Terhadap 
Ketertiban Umum” untuk menyebutkan sekumpulan kejahatan yang 
sifatnya menimbulkan bahaya bagi ketertiban umum.30 
Adapun bentuk kejahatan ketertiban umum adalah: 
1) Penodaan terhadap bendera kebangsaan; 
2) Tidak melaporkan akan adanya tindak pidana tertentu; 
3) Mengganggu ketentraman; dan masih banyak bentuk kejahatan 
ketertiban umum lainnya.31 
 
                                                          
30 Syifaul Qulub, Apa Yang Dimaksud Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, 
http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-kejahatan-terhadap-ketertiban-umum/3510. 
31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 47. 
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3. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Ketertiban Umum 
Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat 
dalam Pasal 170 KUHP. Di mana mengatur tentang sanksi hukum 
bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka 
umum.  
Pasal 170 KUHP berbunyi yaitu : 
1. Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
2. Tersalah dihukum : 
1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia 
dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan 
yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 
2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika 
kekerasan itu memyebabkan luka berat pada tubuh. 
3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang. 
3. Pasal 89 tidak berlaku.32 
 
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Melakukan kekerasan, yang dimaksud melakukan kekerasan 
adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya. 
                                                          
32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 54. 
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Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap 
orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik 
dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang 
ataupun mendorong.33 
2) Di muka umum atau terang-terangan, yaitu dalam Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 10/K/KR/1975, 
Tanggal 17 Maret 1976.  Secara terang-terangan berarti tidak 
secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa 
ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dengan 
demikian bahwa yang dimaksudkan dengan unsur terang-
terangan adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat 
yang dapat dilalui oleh sembarangan orang.34 
Menurut Simons, penggunaan kekerasan adalah dengan 
terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah 
tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum. Sebab 
meskipun di tempat umum, tapi jika tidak ada publik yang 
melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. 
Meskipun dilakukan dalam rumah, tapi jika dilihat oleh publik, 
itu sudah cukup.35 
                                                          
33 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 6. 
34 Putusan Pengadilan Negeri Watampone, No. 213/PID.B/2015/PN.WTP, tanggal 10 
februari 2016. 




3) Bersama-sama, artiya kekerasan yang dilakukan bersama 
orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua 
orang atau lebih, dimana antara pelaku/peserta mempunyai 
kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerjasama secara 
psikis), dan para pelaku/pesrta melakukan kekerasannya itu 
secara bersama-sama (kerjasama secara fisikis). 
 Tetapi dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak 
mensyaratkan bahwa semua peleku/peserta harus semuanya 
melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang 
melakukan kekerasan, asalkan teman pesertanya mempunyai 
kesadaran bahwa mereka bekerja sama. 
Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
Nomor 916.k/PID/1989, tanggal 17 juni 1989. Untuk Pasal 170 
KUHP peranan masing-masing peserta tidak relevan, sudah 
cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, 
bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku 
yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya 
yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), 
mati (ayat 2 ke 3).36 
4) Ditujukan kepada orang atau barang, artinya kekerasan 
tersebut ditunjukan kepada : orang, atau barang atau 
                                                          
36 Heri shietra, Loc. Cit. 
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hewan/binatang baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan 
orang lain.37 
 
4. Perbedaan Penganiayaan Dengan Kekerasan Terhadap Ketertiban 
Umum    
Kalau boleh dikatakan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan 
terhadap ketertiban umum adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang 
penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu 
perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian 
ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 dengan Pasal 351 dan 
Pasal 55 KUHP. 
Objek dari perlakuan para pelaku dalam Pasal 170 tentang 
kekerasan terhadap ketertiban umum bukan hanya harus manusia, 
tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini menjadi salah satu 
perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan. 
Penggunaan Pasal 170 tidak sama dengan penggunaan Pasal 351. 
Dikarenakan dalam Pasal 170 pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan 
dalam Pasal 351 pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari 
satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu bersamaan. 
Seseorang dapat mendapatkan kekerasan dari dua orang atau lebih, 
tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak 
sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini 
sudah memasuki ranah Pasal 351. 
                                                          
37 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 6-7. 
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Kekerasan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 170  sudalah tentu 
dilakukan oleh pelaku dalam waktu bersamaan ataupun dalam waktu 
yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman 
untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau 
barang. 
Perbedaan paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah 
dalam Pasal 170 dilakukannya tindakan itu dihadapan orang banyak 
atau ruang terbuka, sedangkan Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, 
apakah dilakukan di ruangan tertutup untuk umum ataupun di ruang 
publik terbuka. 
Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351, 
Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua 
pasal ini dengan ancaman hukmannya. Pada Pasal 170, jika korban 
mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan pada Pasal 351 
dengan akibat yang sama yaitu luka berat, pelaku diancam dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang 
ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, sedangkan pada 
Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-







C. Penyertaan ( Deelneming ) 
1. Pengertian Penyertaan 
Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang 
diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan 
menjadi “penyertaan”. Deelneming dipermasalahkan dalam hukum 
pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan 
bersama oleh beberapa orang. 
Sehubungan dengan deelneming ini, Utrecht mengatakan bahwa 
“pelajaran turut serta (deelneming) ini justru dibuat untuk menuntut 
pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan 
peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat 
semua anasir peristiwa pidana itu. Biarpun mereka bukan pembuat 
yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa 
pidana, mereka juga masih bertanggung jawab atas perbuatan yang 
dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut serta mereka, sudah 
tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi”.38 
Dari keterangan di atas dapat diperoleh gambaran mengenai apa 
sesungguhnya yang dimaksud dengan penyertaan. ”Penyertaan 
(deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 
serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun 
fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan 
                                                          
38Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Cetakan Keempat, Jakarta, PT 
Rajagrafindo, 2011, hlm. 71. 
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suatu tindak pidana”.39 Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama 
yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari 
mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama 
apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana 
maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan 
yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang 
sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang 
perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan 
ialah terwujudnya tindak pidana. 
Dalam hukum pidana, rincian tentang orang-orang yang terlibat 
dalam suatu tindak pidana, belum begitu lama dikenal. Lahirnya 
ketentuan-ketentuan yang memerhatikan rincian orang-orang yang 
terlibat dalam satu tindak pidana baru lebih kurang dua abad lalu 
dikenal. Dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, 
dan baru pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai 
diperhatikan juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat 
dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman.40 
Sekarang ini dalam KUHP sudah ada ketentuan-ketentuan yang 
mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu 
seseorang lain melakukan suatu tindak pidana. Yang diatur dalam Buku 
I Bab V  Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP. 
 
                                                          
39 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Op.cit., hlm. 73. 
40 Frans maramis, Op. Cit., hlm. 214. 
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Untuk lebih jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut.  
Pasal 55 KUHP berbunyi :  
1. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:  
1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
melakukan perbuatan itu;  
2) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah 
memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan 
memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja 
membujuk agar perbuatan itu dilakukan.  
2. Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah 
perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, 
beserta akibat-akibatnya. 41 
Pasal 56 berbunyi:  
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:  
1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan 
dilakukan; 
2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, ikhtiar 
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 42 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, 
terdapat 5 peranan pelaku yaitu:  
                                                          




a. Orang yang melakukan (dader or pleger) ; 
b. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger); 
c. Orang yang turut melakukan (mededader atau medepleger); 
d. Orang yang sengaja membujuk (uitlocker); 
e. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).  
 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan 
a. Mereka Yang Melakukan (plegen) 
Orang yang melakukan (plegen) atau pelaku (pleger) adalah 
orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu 
rumusan tindak pidana. Mengapa pelaku diklasifikasi juga sebagai 
seorang peserta? Ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai 
salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana 
terdapat beberapa peserta. Orang yang dibujuk, adalah pelaku dari 
tindak pidana yang dibujuk untuk dilakukan itu. 43 
b. Mereka Yang Menyuruh Melakukan. (doen plegen) 
Di dalam mencari pengertian dan syarat doenpleger banyak 
ahli merujuk pada keterangan di dalam MvT MvS Belanda, yang 
menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia 
yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, 
melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam 
tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, 
                                                          
43 Frans maramis, Op. Cit.,  hlm. 215. 
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kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak 
diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.44 
Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari 
bentuk pembuat penyuruh, yaitu:  
1) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain 
sebagai alat di dalam tangannya;  
2) Orang lain itu berbuat:  
a) Tanpa kesengajaan;  
b) Tanpa kealpaan;  
c) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:  
 Yang tidak diketahuinya;  
 Karena disesatkan;  
 Karena tunduk pada kekerasan.  
Sebagai hal yang penting, dari apa yang diterangkan oleh 
MvT adalah bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak 
dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif 
(batin: tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya 
karena pembuat materilnya tunduk pada kekerasan (objektif). 
Berdasarkan keterangan MvT tersebut, dapatlah disimpulkan 
bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada 
ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh 
orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia 
                                                          
44 Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana 3, Op. Cit., hlm. 88. 
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berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab. Walaupun 
sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata 
subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materiilnya 
(orang yang disuruh melakukan) karena dia berbuat tanpa 
kesalahan, dan dalam hal tidak dipertanggungjawabkan karena 
keadaan batin yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan 
tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena 
tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif. 
c. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (madeplegen) 
Turut serta melakukan yaitu seseorang pembuat turut serta 
mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan 
sesuai dengan perundingannya itu mereka bersama-sama 
melakukan delik. Untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu 
harus memenuhi unsur delik, cukup unsur-unsur tertentu dari 
rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta 
dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain 
melaksanakannya. 
Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat 
bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: 
1) Kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, hal mana 
merupakan suatu kehendak bersama antara mereka; 
2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.45 
                                                          
45 Frans maramis, Op. Cit., hlm. 217. 
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d. Orang Yang Sengaja Menganjurkan (uitlokken) 
Kata “uittlokken” dapat diartikan sebagai menganjurkan atau 
membujuk. Ada perbuatan uitlokken apabila si uitlokken (pembujuk, 
penganjur) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan 
dalam Pasal 56 Ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah 
satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (doen plegen) 
dan menganjurkan melakukan (uitlokken). 
Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan 
atau membujuk adalah sebagai berikut : 
1) Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, sehingga yang 
dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja, sedangkan yang 
disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam 
menganjurkan/membujuk, baik yang menganjurkan/membujuk 
maupun yang dianjurkan/dibujuk, kedua-duanya dapat 
dihukum. 
2) Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur/pembujuk hanya 
dapat dihukum apabila ia menggunakan upaya-upaya/cara-cara 
yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Cara-cara 
menganjurkan/membujuk dalam pasal ini bersifat liminatif (tidak 
dapat ditambah). Jadi apabila upaya-upaya/cara-cara itu tidak 
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digunakan, si penganjur/pembujuk itu tidak dapat turut 
dihukum.46 
e. Pembantuan (medeplichtige) 
Dalam Pasal 56 KUHP dirinci 2 macam pembantu 
melakukan kejahatan, yaitu : 
1) Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; 
2) Membantu sebelum kejahatan dilakukan, yaitu memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan. 
Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki 
kemiripan tertentu dengan “turut melakukan”. Oleh Wirjono 
Prodjodikoro dikatakan bahwa disinipun ada perbedaan antara 
teori subjektif disatu pihak dengan teori objektif di lain pihak. 
Dalam pandangan teori subjektif, perbedaan antara 
keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si 
pelaku. Ukuran kesengajaannya adalah : 
1) Apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk turut 
melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya 
untuk memberi bantuan saja; 
2) Apakah pada si pelaku ada kehendank untuk benar-benar 
mencapai akibat, yang merupakan unsur tindak pidana, 
                                                          
46 Frans maramis, Op. Cit., hlm. 218. 
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ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama 
menghendaki. 
Dalam pandangan teori objektif, ukurannya adalah wujud 
dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan 
hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya 
merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut. 
Hal “Membantu sebelum kejahatan dilakukan, yaitu memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” 
juga merupakan salah satu cara untuk melakukan 
Penganjuran/pembujukan. Perbedaan antara keduanya ialah ia 
adalah pembujuk apabila ‘inisiatif’ ke arah tindak pidana dari si 
pembujuk, sedangkan ia adalah ‘pembantu’ apabila inisiatif itu 
datang dari si pelaku utama. Jadi ukuran pembedanya pada soal 
inisiatif (prakarsa).47 
 
D. Pidana Dan Pemidanaan 
1. Arti Pidana Dan Pemidanaan 
Dalam membahas masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya 
kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan pemidanaan tersebut. 
Menurut Van Hamel arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini 
adalah “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang 
                                                          
47 Frans maramis, Op. Cit.  hlm. 221-222. 
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pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”48 
Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa 
pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu 
alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak 
mungkin dapat mempunyai tujuan.  
Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai 
terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri 
Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari 
pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada 
beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis 
Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan doel der 
straf dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud 
dengan perkataan Doel der straf sebenarnya adalah tujuan dari 
pemidanaan. 
Di atas telah dibahas sedikit mengenai pidana, sekarang akan 
dibahas mengenai arti dari pemidanaan. Menurut Sudarto, perkataan 
pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. 
Tentang hal tersebut beliau berkata “penghukuman itu berasal dari kata 
dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum 
atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”49 
                                                          




Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. 
Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus 
disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang 
kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim. 
 
2. Jenis-Jenis Pidana 
Stelsel pidana indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I 
KUHP dalam Bab ke II Pasal 10 s/d Pasal 43, yang kemudian juga 
diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, 
yaitu : 
a. Reglemen penjara (stb 1917 no. 708) yang telah diubah dengan LN 
1948 no. 77); 
b. Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1971 no. 749); 
c. Reglemen pendidikan paksaan (stb 1971 no. 741); 
d. UU. No. 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan.50 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
yang membedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok 
dengan pidana tambahan. 
Dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri dari atas :  
a. Pidana Pokok  
                                                          
50 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 25. 
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1) Pidana mati  
2) Pidana penjara  
3) Pidana kurungan  
4) Pidana denda  
5) Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan  
1) Pencabutan hak-hak tertentu  
2) Perampasan barang-barang tertentu  
3) Pengumuman putusan hakim.51 
 
Berdasarkan Pasal 69 KUHP, pidana pokok, berat atau 
ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-
urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut. 
Adapun perbedaan antara pidana pokok dengan pidana 
tambahan adalah sebagai beriku : 
a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan, 
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. 
b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian 
menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi 
menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan 
menjatuhkan jenis pidana pokok. 
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c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in krabt gewijsdezaak) diperlukan suatu 
tindakan pelaksanaan (executie).52 
 
3. Teori-Teori Pemidanaan 
a. Teori Absolut (pembalasan) 
Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar 
dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, 
penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat 
penderitaan terhadap orang lain. Oleh karena itu, ia harus diberikan 
pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang 
dilakukannya. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah yakni:  
1) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari 
pembalasan).  
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).53 
b. Teori Relatif (tujuan) 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum 
                                                          
52 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 26. 
53 Ibid., hlm. 158. 
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dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap 
terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, 
pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu dilakukan. 
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat yaitu :  
1) Bersifat menakut-nakuti; 
2) Bersifat memperbaiki; 
3) Bersifat membinasakan.  
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam yaitu :  
1) Pencegahan Umum; 
2) Pencegahan Khusus.54 
c. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori 
gabungan dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut :  
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
                                                          
54 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 162. 
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perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat.  
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan 
terpidana.55 
 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Dasar Peniadaan Pidana 
Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana 
terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar 
yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa 
Undang-undang memisahkan antara tindak pidana dengan si 
pembuatnya. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan 
mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, 
baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan 
memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada 
kenyataannya dilarang oleh Undang-undang. Pemikiran yang semacam 
inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-
faktor yang menyebabkan tidak dipidananya pembuat.  
Dasar peniadaan pidana terbagi atas dua macam. Adapun 
rincian dari pembedaannya adalah sebagai berikut : 
                                                          
55 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Op. Cit., hlm. 166. 
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a. Dasar peniadaan pidana yang bersifat umum diatur dalam Pasal 
44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan), Pasal 48 (daya paksa), 
Pasal 49 (ayat (1) pembelaan terpaksa), Pasal 49 (ayat (2) 
pembelaan terpaksa yang melampaui batas), Pasal 51 
(menjalankan perintah jabatan yang sah), Pasal 51 (ayat (1) 
menjalankan perintah jabatan yang berwenang), Pasal 51 (ayat 
(2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika 
bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang 
bersangkutan sebagai berwenang).  
b. Dasar peniadaan pidana yang bersifat khusus tercantum dalam 
Pasal-Pasal terkait seperti Pasal 310 ayat (3) KUHP, Pasal 166 
untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, Pasal 221 ayat (2).56 
Selain pembagian dasar peniadaan pidana tersebut diatas, ilmu 
pengetahuan mengenal juga pembagian atas: 
a. Dasar pembenar, yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus 
atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh 
hakim seperti Pasal 48 KUHP (daya paksa relatif dan keadaan 
darurat), Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 51 
ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah), (Pasal-Pasal 186, 310 
(3), 314 KUHP), hak mendidik orang tua dan guru, hak profesi 
dokter dan apotek, izin orang yang dirugikan, tidak adanya sifat 
melawan hukum. 
                                                          
56 Frans maramis, Op. Cit.  hlm. 189. 
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b.  Dasar pemaaf, yaitu unsur-unsur delik telah terbukti, namun 
unsur kesalahan tidak ada pada pembuat, yang terdakwanya 
dilepaskan dari segala tuntutan hukum seperti Pasal 48 KUHP 
(daya paksa mutlak dan perlampauan keadaan darurat), Pasal 49 
ayat (2) KUHP (perlampauan pembelaan terpaksa), perintah 
jabatan yang tidak sah, tetapi oleh terdakwa, (Pasal-Pasal 110 (4), 
166, 221 (2) KUHP), tidak adanya kesalahan, alasan pemaaf yang 
putatif.57 
2. Dasar Pemberatan Pidana 
a. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan  
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP 
yang rumusan lengkapnya adalah:  
“bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana 
melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada 
waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya dapat ditambah sepertiga”.58 
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah 
terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau 
pegawai negeri) mengenai 4 hal, ialah dalam melakukan tindak pidana 
dengan:  
1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;  
                                                          
57 Frans maramis, Op. Cit.  hlm. 203-204. 
58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 19. 
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2) Memakai kekuasaan jabatannya;  
3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;  
4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.59 
Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat 
ditambah sepertiga adalah seorang pejabat atau pegawai negeri yang 
melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 
4 keadaan tersebut di atas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam 
pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada kejahatan jabatan 
dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII 
Buku III, tetapi pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak 
berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran 
jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada pelanggaran dan 
kejahatan yang lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada 
kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya 
sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan. 
Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum 
seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan 
pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan di atas. Walaupun 
subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama yakni 
pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana dengan 
memperberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan 
pelanggaran jabatan. 
                                                          
59 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Cetakan Keempat, Jakarta, PT 
Rajagrafindo, 2008, hlm. 74. 
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b. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera 
Kebangsaan  
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP, yang bunyi 
lengkapnya adalah:  
“bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut 
dapat ditambah sepertiga.”60 
Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia. Dari sudut objektif dapat 
mengelabuhi orang-orang atau dapat menimbulkan kesan seolah-olah 
apa yang dapat dilakukan si pembuat ini adalah suatu perbuatan yang 
resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau 
mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan. 
Dalam Pasal 52a ini tidak ditentukan tentang bagaimana caranya 
dalam menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan 
kejahatan itu, oleh sebab itu dapat dengan menggunakan cara 
apapun yang penting kejahatan itu terwujud. Oleh karena dalam Pasal 
52a ini disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu 
adalah waktu melakukan kejahatan maka di sini tidak berlaku pada 
pelanggaran. Di sini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk 
kejahatan menurut Perundang-undangan di luar KUHP. 
                                                          
60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 19. 
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c. Dasar Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (Recidive)  
Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat 
(social), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang 
pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah 
dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, 
di sini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. 
Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar 
pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya 
melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu 
yang ditetapkan undang-undang.61  
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan 
umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan 
berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai ini KUHP 
kita mengatur sebagai berikut:  
1) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak 
pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak 
pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 
KUHP; dan  
2) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, 
KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu 
                                                          
61 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Op. Cit., hlm. 80. 
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yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 
489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3) KUHP.62  
 
3. Dasar Peringanan Pidana 
a. Orang Yang Belum Cukup Umur 
Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan pidana umum 
ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya 
telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan 
tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat 
diajukan ke pengalidan tetapi dapat dilakukan penyilidikan (Pasal 5), 
dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, ialah:  
1) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh 
orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik 
menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, wali atau 
orang tua asuhnya.  
2) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh 
orang tua, walinya atau tua asuhnya, maka penyidik 
menyerahkan anak itu kepada Departemen Sosial setelah 
mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 
Dasar peringanan pidana menurut UU No. 3 tahun 1997, 
terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: 
pertama mengenai: umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan 
                                                          
62 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Op. Cit., hlm. 80. 
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yang kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum 
kita selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan 
seseorang. 63 
b. Percobaan Kejahaatan Dan Pembantuan Kejahatan 
Pembantuan kejahatan, yang menurut Undang-Undang (Pasal: 
53 ayat 2 dan Pasal 57 ayat 1) pidana maksimum terhadap 
sipembuatnya di kurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan. Pada kenyataan menurut Undang-
undang kepada si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam 
melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang 
lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. 
Berarti di sini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan 
pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (pleger, pelaku 
pelaksana) sendiri. Tapi sesungguhnya percobaan dan pembantuan 







                                                          
63 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Op. Cit., hlm. 100. 






 Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Bone. 
   Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana 
penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan 
Negeri Watampone. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan 
bahwa pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat pemutusan perkara 
No.213/PID.B/2015/PN.WTP. yang merupakan objek sasaran khusus 
yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, yaitu merupakan data empirik yang diperoleh secara 
lansung melalui putusan Pengadilan Negeri Watampone (Nomor 
  
54 
213/PID.B/2015.PN.WTP) dan atau melalui teknik wawancara 
lansung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang 
terkait. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka 
berupa buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan 
laporan, karangan ilmiah, artikel hukum, internet serta bahan literatur 
lainnya yang berhubungan erat dengan  masalah yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Studi Dokumen atau Kepustakaan (Library Research) dan Wawancara 
(interview). 
1. Studi Dokumen atau Kepustakaan (Library Research), merupakan 
suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data 
tertulis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batasan-
batasan masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah itu dilakukan 
penelusuran sumber-sumber dokumen-dokumen tersebut, misalnya 
perpustakaan atau instansi/lembaga-lembaga yang unsurnya terkait 
dengan objek yang menjadi permasalahan penelitian. 
2.  Wawancara (interview), secara sederhana diartikan sebagai 
komunikasi lansung secara verbal antara penulis dengan responden 
atau informan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam 
penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah 
wawancara mendalam (indepth interview) yang merupakan salah satu 
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wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, penulis tidak 
dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, 
akan tetapi lebih merupakan diskusi lansung antara penulis dengan 
Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang menangani kasus 
tersebut dan atau dengan Hakim yang telah menangani kasus serupa. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun 
data sekunder yang diperoleh dari wawancara, dianalisis secara kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 
Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Perkara Nomor: 
213/PID.B/2015/PN.WTP 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materiil dalam putusan perkara Nomor 213/Pid.B/2015/PN.WTP, maka 
perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh 
majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan 
Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, 
bertempat di Dusun Bolli, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten 
Bone, terdakwa I Jaya Bin Abidin dan terdakwa II Suparman alias Pare 
Bin Musba. Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjaga-jaga di dekat 
pos ronda di Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten 
Bone,  karena mendengar cerita bahwa ada seseorang yang selalu 
memasuki rumah penduduk. Terdakwa I dan terdakwa II melihat 
seorang laki-laki itu seperti orang gila, yang tidak diketahui asal 
usulnya. Lalu terdakwa I menyuruh laki-laki tersebut keluar dari 
kampung, namun laki-laki tersebut malah berbaring di pos ronda. Pada 
saat waktu menunjukkan pukul 22.30 Wita, terdakwa I membangunkan 
laki-laki atau korban tersebut dengan cara menarik kakinya, dan pada 
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saat itu korban langsung bangun sambil marah-marah. Lalu terdakwa I 
memungut batu kali dan langsung memukulkan korban sebanyak dua 
kali yang mengenai kepala bagian belakang dan punggung korban. 
Setelah itu, terdakwa II juga maju dan meninju korban dengan tangan 
kosong kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. 
Korban kemudian berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut. 
Tidak lama kemudian terdakwa I langsung mengambil motornya dan 
mengikuti korban, lalu terdakwa I membonceng korban dan diikuti oleh 
terdakwa II yang berboncengan dengan lelaki Wandi Bin Darwis 
menuju persimpangan tiga di Dusun Bolli, Desa Bolli, Kecamatan Ponre 
Kabupaten Bone. Setelah sampai di jalan persimpangan tiga, terdakwa 
I menyuruh korban turun dari sepeda motornya akan tetapi korban 
berontak. Lalu terdakwa I mencabut badiknya kemudian menusuk 
korban pada bagian dada sebelah kanan, dan Terdakwa II juga 
menusuk korban pada bagian pinggang kiri dengan menggunakan 
parang kecil. Setelah para korban menusuk korban, korban masih 
sempat berjalan ke aspal lalu terjatuh, dan setelah itu para terdakwa 
pergi meninggalkan korban. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dalam surat 
dakwaan No. Reg. Perk: PDM-57/W.Pone/Epp.2/10/2015 tanggal 7 





Bahwa mereka terdakwa I Jaya Bin Abidin dan terdakwa II 
Suparman alias Pare Bin Musba, baik secara bersama-sama 
maupun Bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 
Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun Bolli, 
Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Atau setidak-
tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja dan 
dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang 
lain, yakni korban seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya 
dan alamatnya, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut; 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. 
Berawal ketika pada malam itu menunjukkan pukul 21.00 Wita, 
terdakwa I mendengar cerita kalau seorang laki-laki yang selalu 
memasuki rumah penduduk di Dusun Ciro, Desa Bolli, 
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dan pada malam itu 
terdakwa I dan terdakwa II berjaga-jaga didekat pos ronda di 
Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, 
terdakwa I dan terdakwa II melihat seorang laki-laki seperti 
orang gila, yang tidak diketahui asal usulnya. Lalu terdakwa I 
menyuruh pergi, namun laki-laki tersebut malah pergi berbaring 
di pos ronda yang ada di Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan 
Ponre, Kabupaten Bone. 
 Bahwa pada saat laki-laki atau korban berbaring di pos ronda, 
pada saat waktu menunjukkan pukul 22.30 Wita, terdakwa I 
pergi menarik kaki korban, dan pada saat itu korban langsung 
bangun sambil marah-marah, lalu terdakwa I memungut batu 
kali dan langsung memukulkan korban sebanyak dua kali yang 
mengenai kepala bagian belakang dan punggung korban, dan 
setelah itu terdakwa II juga maju dan meninju korban dengan 
menggunakan tangan kosong, dan setelah itu terdakwa 
langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. 
 Bahwa selanjutnya setelah korban pergi berjalan kaki kurang 
lebih 1 KM, terdakwa I langsung mengambil motornya dan pergi 
mengikuti korban, lalu terdakwa I membonceng korban dan 
diikuti terdakwa II yang berboncengan dengan lelaki Wandi Bin 
Darwis, Menuju persimpangan tiga di Dusun Bolli, Desa Bolli, 
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. 
 Bahwa setelah sampai di jalan persimpangan tiga yang ada di 
Dusun Bolli, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, 
terdakwa I menyuruh korban turun dari sepeda motornya, dan 
pada saat itu terdakwa II mendekati terdakwa I, lalu terdakwa I 
mencabut badiknya kemudian menusuk korban pada bagian 
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dada sebelah kanan, lalu terdakwa II juga menusuk korban 
pada bagian pinggang kiri dengan menggunakan parang kecil. 
 Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menusuk korban, 
korban masih sempat berjalan sampai ke aspal lalu terjatuh, 
dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan 
korban. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal 
dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum 
Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone Nomor: 131/VII/RSU 
tanggal 23 Juli 2015 atas nama korban yang belum diketahui 
identitasnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Buyung 
Sugianto. M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Ternriawaru Kelas B Watampone, dan menemukan keadaan 
sebagai berikut: 
1) Pemeriksaan luar: 
 Masuk dalam keadaan meninggal. 
 Tidak memakai baju. 
 Memakai celana panjang warna abu-abu, celana dalam 
hijau. 
 Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah 
kanan. 
 Luka robek pada dada sebelah kiri panjang luka + ½ 
cm kedalaman 3 cm. 
 Luka robek sebelah kanan bawah puting susu 
sepanjang luka 2 cm. 
 Luka robek pada pinggang belakang sebelah kanan 
panjang luka 2 cm. 
 Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri panjang 
luka 2 cm. 
2) Pemeriksaan Khusus: - 
3) Tindakan yang diberikan: - 
4) Kesimpulan: Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan 
oleh benda tajam. 
Perbuatan mereka terdakwa I Jaya Bin Abidin dan terdakwa II. 
Suparman alias Pare Bin Musba sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
 
b) Subsidair 
Bahwa mereka terdakwa I. Jaya Bin Abidin dan terdakwa II. 
Suparman alias Pare Bin Musba, baik secara bersama-sama 
maupun Bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 
Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun Bolli, 
Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Atau setidak-
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tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja 
menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban seorang laki-laki yang 
tidak diketahui identitasnya dan alamatnya, perbuatan mana 
dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. 
Berawal ketika pada malam itu menunjukkan pukul 21.00 Wita, 
terdakwa I mendengar cerita kalau seorang laki-laki yang selalu 
memasuki rumah penduduk di Dusun Ciro, Desa Bolli, 
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dan pada malam itu 
terdakwa I dan terdakwa II berjaga-jaga didekat pos ronda di 
Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, 
terdakwa I dan terdakwa II melihat seorang laki-laki seperti 
orang gila, yang tidak diketahui asal usulnya. Lalu terdakwa I 
menyuruh pergi, namun laki-laki tersebut malah pergi berbaring 
di pos ronda yang ada di Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan 
Ponre, Kabupaten Bone. 
 Bahwa pada saat laki-laki atau korban berbaring di pos ronda, 
pada saat waktu menunjukkan pukul 22.30 Wita, terdakwa I 
pergi menarik kaki korban, dan pada saat itu korban langsung 
bangun sambil marah-marah, lalu terdakwa I memungut batu 
kali dan langsung memukulkan korban sebanyak dua kali yang 
mengenai kepala bagian belakang dan punggung korban, dan 
setelah itu terdakwa II juga maju dan meninju korban dengan 
menggunakan tangan kosong, dan setelah itu terdakwa 
langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. 
 Bahwa selanjutnya setelah korban pergi berjalan kaki kurang 
lebih 1 KM, terdakwa I langsung mengambil motornya dan pergi 
mengikuti korban, lalu terdakwa I membonceng korban dan 
diikuti terdakwa II yang berboncengan dengan lelaki Wandi Bin 
Darwis, Menuju persimpangan tiga di Dusun Bolli, Desa Bolli, 
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. 
 Bahwa setelah sampai di jalan persimpangan tiga yang ada di 
Dusun Bolli, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, 
terdakwa I menyuruh korban turun dari sepeda motornya, dan 
pada saat itu terdakwa II mendekati terdakwa I, lalu terdakwa I 
mencabut badiknya kemudian menusuk korban pada bagian 
dada sebelah kanan, lalu terdakwa II juga menusuk korban 
pada bagian pinggang kiri dengan menggunakan parang kecil. 
 Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menusuk korban, 
korban masih sempat berjalan sampai ke aspal lalu terjatuh, 
dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan 
korban. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal 
dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum 
Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone Nomor: 131/VII/RSU 
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tanggal 23 Juli 2015 atas nama korban yang belum diketahui 
identitasnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Buyung 
Sugianto. M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Ternriawaru Kelas B Watampone, dan menemukan keadaan 
sebagai berikut: 
5) Pemeriksaan luar: 
 Masuk dalam keadaan meninggal. 
 Tidak memakai baju. 
 Memakai celana panjang warna abu-abu, celana dalam 
hijau. 
 Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah 
kanan. 
 Luka robek pada dada sebelah kiri panjang luka + ½ 
cm kedalaman 3 cm. 
 Luka robek sebelah kanan bawah puting susu 
sepanjang luka 2 cm. 
 Luka robek pada pinggang belakang sebelah kanan 
panjang luka 2 cm. 
 Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri panjang 
luka 2 cm. 
6) Pemeriksaan Khusus: - 
7) Tindakan yang diberikan: - 
8) Kesimpulan: Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan 
oleh benda tajam. 
Perbuatan mereka terdakwa I Jaya Bin Abidin dan terdakwa II. 
Suparman alias Pare Bin Musba sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
 
c) Lebih Subsidair 
Bahwa mereka terdakwa I. Jaya Bin Abidin dan terdakwa II. 
Suparman alias Pare Bin Musba, baik secara bersama-sama 
maupun Bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 
Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun Bolli, 
Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Atau setidak-
tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, dimuka umum secara 
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang 
yang menyebabkan matinya orang, yakni korban seorang laki-laki 
yang tidak diketahui identitasnya dan alamatnya, perbuatan mana 
dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. 
Berawal ketika pada malam itu menunjukkan pukul 21.00 Wita, 
terdakwa I mendengar cerita kalau seorang laki-laki yang selalu 
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memasuki rumah penduduk di Dusun Ciro, Desa Bolli, 
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dan pada malam itu 
terdakwa I dan terdakwa II berjaga-jaga didekat pos ronda di 
Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, 
terdakwa I dan terdakwa II melihat seorang laki-laki seperti 
orang gila, yang tidak diketahui asal usulnya. Lalu terdakwa I 
menyuruh pergi, namun laki-laki tersebut malah pergi berbaring 
di pos ronda yang ada di Dusun Ciro, Desa Bolli, Kecamatan 
Ponre, Kabupaten Bone. 
 Bahwa pada saat laki-laki atau korban berbaring di pos ronda, 
pada saat waktu menunjukkan pukul 22.30 Wita, terdakwa I 
pergi menarik kaki korban, dan pada saat itu korban langsung 
bangun sambil marah-marah, lalu terdakwa I memungut batu 
kali dan langsung memukulkan korban sebanyak dua kali yang 
mengenai kepala bagian belakang dan punggung korban, dan 
setelah itu terdakwa II juga maju dan meninju korban dengan 
menggunakan tangan kosong, dan setelah itu terdakwa 
langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. 
 Bahwa selanjutnya setelah korban pergi berjalan kaki kurang 
lebih 1 KM, terdakwa I langsung mengambil motornya dan pergi 
mengikuti korban, lalu terdakwa I membonceng korban dan 
diikuti terdakwa II yang berboncengan dengan lelaki Wandi Bin 
Darwis, Menuju persimpangan tiga di Dusun Bolli, Desa Bolli, 
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. 
 Bahwa setelah sampai di jalan persimpangan tiga yang ada di 
Dusun Bolli, Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, 
terdakwa I menyuruh korban turun dari sepeda motornya, dan 
pada saat itu terdakwa II mendekati terdakwa I, lalu terdakwa I 
mencabut badiknya kemudian menusuk korban pada bagian 
dada sebelah kanan, lalu terdakwa II juga menusuk korban 
pada bagian pinggang kiri dengan menggunakan parang kecil. 
 Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menusuk korban, 
korban masih sempat berjalan sampai ke aspal lalu terjatuh, 
dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan 
korban. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal 
dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum 
Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone Nomor: 131/VII/RSU 
tanggal 23 Juli 2015 atas nama korban yang belum diketahui 
identitasnya, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Buyung 
Sugianto. M dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Ternriawaru Kelas B Watampone, dan menemukan keadaan 
sebagai berikut: 
9) Pemeriksaan luar: 
 Masuk dalam keadaan meninggal. 
 Tidak memakai baju. 
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 Memakai celana panjang warna abu-abu, celana dalam 
hijau. 
 Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah 
kanan. 
 Luka robek pada dada sebelah kiri panjang luka + ½ 
cm kedalaman 3 cm. 
 Luka robek sebelah kanan bawah puting susu 
sepanjang luka 2 cm. 
 Luka robek pada pinggang belakang sebelah kanan 
panjang luka 2 cm. 
 Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri panjang 
luka 2 cm. 
10) Pemeriksaan Khusus: - 
11) Tindakan yang diberikan: - 
12) Kesimpulan: Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan 
oleh benda tajam. 
Perbuatan mereka terdakwa I Jaya Bin Abidin dan terdakwa II. 
Suparman alias Pare Bin Musba sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan 
agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: 
1) Menyatakan terdakwa Jaya Bin Abidin dan Suparman Bin Musba, 
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda yang 
mengakibatkan maut” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih 
Subsidair Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-
3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaya Bin Abidin dan 
Suparman Bin Musba masing-masing dengan pidana penjara 
selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama 
para terdakwa berada dalam tahanan. 
3) Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan Rutan 
Watampone. 
4) Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya. 
 1 (satu) buah batu kali. 
 1 (satu) bilah parang kecil berbentuk runcing 
5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
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4. Amar Putusan 
Mengingat, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
serta segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang 
berkaitan dengan perkara ini: 
Memutuskan 
1) Menyatakan terdakwa Jaya Bin Abidin dan terdakwa Suparman 
alias Pare Bin Musba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 
primair penuntut umum; 
2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair 
tersebut; 
3) Menyatakan terdakwa Jaya Bin Abidin dan terdakwa Suparman 
alias Pare Bin Musba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 
subsidair penuntut umum; 
4) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair 
tersebut; 
5) Menyatakan terdakwa Jaya Bin Abidin dan terdakwa Suparman 
alias Pare Bin Musba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan 
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang 
mengakibatkan maut/mati”; 
6) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena 
itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun; 
7) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
8) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan; 
9) Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya; 
 1 (satu) buah batu kali; 
 1 (satu) bilah parang kecil berbentuk runcing; 
Dirampas untuk dimusnahkan; 
10) Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa Masing-
masing sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah). 
 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 
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2016, oleh MEDI RAPI BATARA RANDA, SH., selaku ketua Ketua 
Majelis Hakim, KHAERUNNISA, SH., dan PANJI PRAHISTORIAWAN 
PRASETYO, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, 
putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
Rabu, tanggal 10 Februari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu 
oleh DJUNAIDI, SH., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri 
Watampone, serta dihadiri oleh SULWAHIDAH, SH., Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Para Terdakwa serta 
Penasihat Hukum Para Terdakwa. 
 
5. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para 
terdakwa melakukan tindak pidana  bersama-sama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan kematian 
sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaiir Jaksa Penuntut Umum 
melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, maka unsur-unsur tentang 
tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana bersama-sama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau benda yang mengakibatkan kematian 
atau Pasal 170 ayat 2 ke-3 sebagai berikut: 
a. Unsur Barangsiapa; 
b. Unsur Di Muka Umum 
c. Unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang; 
d. Unsur Yang Mengakibatkan Maut/Mati. 
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Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur 
tersebut: 
a. Unsur Barangsiapa 
Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini 
adalah orang perseorangan selaku subjek hukum yang didakwa 
melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan 
sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya 
memenuhi unsu-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka 
orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. 
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan 
Terdakwa Jaya Bin Abidin dan terdakwa Suparman alias Pare Bin 
Musba telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang 
termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan 
para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya masing-
masing tersebut didukung oleh keterangan para sanksi yang 
bersesuaian memberikan keterangan dibawah sumpah, maka 
majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan 
dalam mengadili orang. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa dalam 
perkara ini adalah Jaya Bin Abidin dan terdakwa Suparman alias 
Pare Bin Musba sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam 
mengadili orang dengan tetap mengingat asas Presumption of 
innocent, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi. 
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b. Unsur Di Muka Umum 
Unsur ini menegaskan tempat kejadian tindak pidana 
tersebut haruslah di muka umum dan atau dapat dilihat oleh orang 
lain. Menurut Yurisprudensi Mahkama Agung No: 10K/Kr/1975 
tanggal 17 maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-
terangan berarti tidak bersembunyi, jadi tidak perlu di muka 
umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan 
orang lain dapat melihatnya. 
Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat 
oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang 
dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau secara 
terang-terangan telah dinyatakan terbukti. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 
adalah kejadian tersebut terjadi di Perkebunan Tebu Dusun Boli 
Desa Boli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, meskipun terjadi 
pada malam hari dan tiada seorangpun yang melihat kecuali para 
terdakwa itu sendiri namun tempat tersebut adalah tempat umum 
yang dapat didatangi oleh siapapun juga dan merupakan suatu 
tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, oleh karena itu Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut yang terdakwa 
telah lakukan disuatu tempat dimana orang-orang dapat melihat 
dengan jelas perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim 
berpendapat unsur dimuka umum telah terpenuhi. 
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c. Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang 
Atau Barang. 
Secara bersama-sama disini adalah menunjukkan adanya 
perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dan bekerja sama dalam melakukan perbuatan 
tersebut. 
Melakukan kekerasan dalam risalah penjelasan KUHP 
bukanlah merupakan suatu alat atau upaya untuk mencapai 
sesuatu akan tetapi lebih kepada adanya suatu tujuan, sedangkan 
kekerasan itu sendiri ditujukan kepada perbuatan yang 
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara 
yang tidak sah, misalnya menggunakan tangan, senjata dan lain-
lainnya yang ditujukan kepada suatu barang (benda) ataupun 
yang ditujukan kepada seseorang. 
Orang atau barang yang dimaksud dalam unsur ini ditujukan 
kepada objek yang mengalami akibat dari perbuatan para 
terdakwa. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 
adalah para terdakwa telah menyerang seseorang dengan badik 
sehingga mengalami luka. 
Luka pada tubuh korban bersesuaian serta dikuatkan oleh 
Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 
Kelas B Watampone Nomor 131/VII/RSU tanggal 23 Juli 2015, 
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yang dibuat oleh dr. Buyung Sugianto M, dokter pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone, diketahui 
bahwa pada tubuh korban terdapat luka-luka yang disebabkan 
oleh benda tajam. 
Berdasar pada pertimbangan fakta-fakta hukum 
sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
para terdakwa telah menyerang korban, oleh karena itu Majelis 
Hakim berpendapat bahwa unsur bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi. 
d. Unsur Yang Mengakibatkan Maut/Mati. 
Unsur ini merupakan pertimbangan dari akibat perbuatan 
tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Akibat 
dari perbuatan para terdakwa, korban telah mengalami luka dan 
telah bersesuaian serta dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum 
Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone 
Nomor 131/VII/RSU tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat oleh dr. 
Buyung Sugianto M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Tenriawaru Kelas B Watampone, diketahui bahwa pada tubuh 
korban terdapat luka-luka yang disebabkan oleh benda tajam dan 
korban ditemukan dalam keadaan telah menjadi mayat. 
Berdasarkan pada rangkaian fakta-fakta hukum 
sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 
korban meninggal dunia karena luka-luka yang diakibatkan oleh 
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perbuatan para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan maut/mati 
terpenuhi. 
Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Lebih 
Subsidair telah diuraikan dan dipertimbangkan serta telah terpenuhi, 
oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dan disimpulkan 
bahwa perbuatan para terdakwa memang benar telah terbukti bersalah 
menurut hukum. Akan tetapi penulis kurang sependapat dengan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang 
memberikan dakwaan lebih subsidair yang melanggar Pasal 170 ayat 
(2) Ke-3 KUHP. Dengan alasan bahwa Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP 
ini merupakan Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang merupakan 
bukanlah kejahatan-kejahatan yang lansung ditujukan. Kejahatan 
Terhadap Ketertiban Umum menurut sifatnya dapat menimbulkan 
bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan dapat 
menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban alamiah 
didalam masyarakat. Hal ini tidak berkesesuaian dengan perkara ini, 
yang dimana perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa 
ini tidak dilakukan ditengah-tengah keramaian atau tidak menimbulkan 
kekacauan terhadap keteriban dan kenyamanan masyarakat banyak. 
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Penulis berpendapat dalam perkara ini lebih tepatnya 
mendakwakan dengan tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (3) 
jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau lebih terkhusus Penganiayaan 
Berat Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Adapun penjelasan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1) Unsur Barangsiapa 
Yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah 
orang perseorangan selaku subjek hukum yang didakwa melakukan 
suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan 
ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsu-unsur 
dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan 
dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. 
Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan Terdakwa 
Jaya Bin Abidin dan terdakwa Suparman alias Pare Bin Musba telah 
membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam 
surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan para terdakwa 
sepanjang mengenai identitas dirinya masing-masing tersebut 
didukung oleh keterangan para sanksi yang bersesuaian 
memberikan keterangan dibawah sumpah, maka majelis 






2) Unsur Kesengajaan 
Yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) disini meliputi 
tindakan dari tekdakwa dan obyek terdakwa, artinya bahwa terdakwa 
mengetahui dan menghendaki seeorang menderita luka berat 
dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan 
unsur kesengajaan atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan 
dari cara terdakwa melakukan perbuatannya, alat yang digunakan 
dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 
adalah para terdakwa menyerang korban dengan badik sehingga 
mengalami luka berat pada tubuh korban. Maka dapat disimpulkan 
bahwa para terdakwa dengan sadar menghendaki terjadinya luka 
berat pada korban, sehingga unsur sengaja dalam perkara ini telah 
terpenuhi. 
3) Unsur melukai berat. 
Yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan 
menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang 
lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan 
penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus 
mempunyai Opzet atau suatu kesengajaan untuk : 
a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 
b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; 
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c) Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu 
harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan 
untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk 
menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk 
merugikan kesehatan pada orang lain. 
Berdasarkan uraian diatas, Luka berat pada tubuh korban 
bersesuaian serta dikuatkan oleh Surat Visum Et Repertum Rumah 
Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kelas B Watampone Nomor 
131/VII/RSU tanggal 23 Juli 2015, yang dibuat oleh dr. Buyung 
Sugianto M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru 
Kelas B Watampone, diketahui bahwa pada tubuh korban terdapat 
luka-luka yang disebabkan oleh benda tajam. Dengan demikian 
unsur melukai berat telah terpenuhi. 
4) Unsur akibat matinya seseorang 
Dalam perkara ini sangat jelas bahwa akibat dari tusukan yang 
dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban mengakibatkan 
korban terkapar kehabisan darah dan mengakibatkan matinya 
korban. Dengan demikian unsur akibat matinya seseorang telah 
terpenuhi. 
5) Unsur bersama-sama melakukan 
Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, 
setidaknya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan 
orang yang turut melakukan tindak pidana. Disini diminta bahwa 
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kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 
melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah 
para terdakwa bersama-sama telah menyerang seseorang dengan 
badik sehingga mengalami luka berat. 
Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas telah terpenuhi 
keseluruhan, oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa para 
terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
penganiayaan berat. Maka menurut penulis penerapan hukum 
pidana materil dalam perkara ini yakni Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP 
tidak tepat.  
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa 
Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam 
Putusan Perkara No.213/PID.B/2015/PN.WTP 
 
1. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Yurisdis 
Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, 
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan 
terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal 
sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para 
terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa yaitu: 
Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan lebih 
subsidair telah diuraikan dan dipertimbangkan serta telah terpenuhi, 
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oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaiman yang didakwakan dalam dakwaan lebih susidair; 
 
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam 
pembelaannya atas perbuatan terdakwa telah ternyata bersesuaian 
dengan pendapat Majelis Hakim, oleh karena itu terhadap 
pembelaan penasihat hukum terdakwa sepanjang menyangkut 
terdakwa Jaya bin Abidin dan terdakwa Suparman alias Pare bin 
Musba telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih 
subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi sedangkan mengenai 
permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut; 
 
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pidana yang tepat 
untuk dijatuhkan kepada para terdakwa karena perbuatan para 
terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana dalam dakwaan 
lebih subsidair maka akan dipertimbangkan apakah para terdakwa 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut; 
 
Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap suatu 
perbuatan pidana dapat hapus/hilang jika dalam perbuatan tersebut 
terdapan alasan pemaaf atau alasan pembenar; 
 
Menimbang, bahwa apakah dalam perbuatan terdakwa terdapat 
alasan pemaaf maupun alasan pembenar, Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
 Bahwa selama persidangan para terdakwa tidak pernah 
menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun 
menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan 
yang menerangkan bahwa para terdakwa dalam keadaan kurang 
sempurna akalnya atau sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHP); 
 Bahwa para terdakwa sehat jasmaninya dan telah dibuktikan 
dalam setiap persidangan yakni para terdakwa dapat merspon 
dan menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas atas 
pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun penuntut umum; 
 Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa 
tidak berada pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang 
maupun keadaan tertentu (keadaan darurat), baik bersifat 
absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi; (vide 
Pasal 48 KUHP); 
 Bahwa pada saat perbuatan para terdakwa tersebut terjadi, para 
terdakwa tidak dalam keadaan tergoncang jiwanya (vide Pasal 
50 KUHP); 
 Bahwa para terdakwa bukanlah seorang dalam perintah jabatan 




Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus 
merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembelaan 
penasihat hukum para terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat 
bahwa tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari 
pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sebagai alasan 
pemaaf maupun alasan pembenar, yang berarti para terdakwa 
adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya: 
 
Menimbang, bahwa seberapa lama pidana yang akan dijatuhkan 
kepada para terdakwa akan dipertimbangkan dengan berdasar pada 
seberapa besar kesalahan terdakwa; 
 
Menimbang, bahwa “kesalahan” adalah suatu keadaan yang patut 
dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu 
melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya 
keadaan itu maka diri orang pelaku perbuatan itu terhubung lansung 
dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dengan adanya 
hubungan lansung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan 
menjadikan pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap orang 
pelaku pembuat tersebut dan bukan semata keadaan batin dari para 
terdakwa yang secara pastinya hanya diketahui oleh para terdakwa 
sendiri, tetapi kesalahan juga merupakan penilaian dari orang lain 
dalam keadaan wajar pada umumnya in casu Majelis Hakim yang 
dalam perkara a quo ditetapkan untuk mengadili perkara atas diri 
para terdakwa, terhadap sikap para terdakwa ketika melakukan 
perbuatannya apakah sikap para terdakwa yang menjadi dasar para 
terdakwa melakukan perbuatannya tersebut patu untuk dicela 
ataukah tidak; 
 
Menimbang, bahwa hal yang paling menentukan tentang dapat 
tidaknya seorang itu dicela karena melakukan suatu perbuatan yang 
dilarang adalah ditentukan dari apakah ketika melakukan perbuatan 
tersebut orang itu memiliki kehendak bebas ketika melakukan 
perbuatannya tersebut sehingga sebelum mewujudkan perbuatannya 
menjadi nyata orang itu sebelumnya masih memiliki pilihan juga 
untuk tidak melakukan perbuatan tersebut; 
 
Menimbang, bahwa di persidangan, keterangan para terdakwa yang 
telah membuat luka korban sehingga korban meninggal dunia akibat 
luka tersebut, oleh Majelis Hakim adalah fakta digunakan untuk 
mengikur kesalahan terdakwa tersebut dalam perkara a quo; 
 
Menimbang, bahwa setelah membuat korban luka, para terdakwa 
justru membiarkan korban dan meninggalkan korban sendiri di area 
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Perkebunan Tebu sehingga korban tidak dapat meminta tolong dan 
ataupun memperoleh pertolongan kepada orang lain; 
 
Menimbang, bahwa terhadap kesalahan sebagaimana dalam 
penilaian Majelis Hakim didasarkan pada asas keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum, maka seberapa lama pidana 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo 
dipandang cukup adil dan selaras dengan tujuan pemidanaan yang 
bersifat mendidik, membangun dan memotivasi agar tidak 
melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk 
masyarakat pada umumnya; 
 
Menimbang, bahwa selain daripada unsur kesalahan, seberapa lama 
pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa agar setimpal 
dengan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim 
mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang 
meringankan berkaitan dengan diri para terdakwa; 
 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdaka, maka Majelis 
Hakaim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan sesuai yang terungkap di persidangan yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia; 
 Sifat dari perbutan para terdakwa sendiri; 
 
Hal-hal yang meringankan: 
 Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali 
perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi 
perbuatannya; 
 Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan 
keterangan dan kooperatif di persidangan; 
 Para terdakwa belum pernah dipidana; 
 Para terdakwa masih muda; 
 
Menimbang, bahwa didasarkan pada kesalahan para terdakwa 
dan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri 
para terdakwa, adalah adil dan patut kepadanya harus dipidana 
akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada 
para terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntu 
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Umum dan akan menjatuhkan lamanya pidana sebagaimana 
dalam amar putusan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani 
masa penangkapan dan masa penahanan dengan alasan yang 
sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan masa 
tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebagaimana 
ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; 
 
Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa masih berada 
dalam masa penahanan dan tidak ada alasan secara hukum untuk 
mengeluarkan para terdakwa tersebut dari dalam tahanan serta 
untuk menghindari para tahanan melarikan diri dan agar pidana 
atas para terdakwa dapat dijalankan maka penahanan atas diri 
para terdakwa tersebut tetap dipertahankan; 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
Ibu Khaerunnisa, SH., yang merupakan Anggota Majelis Hakim pada 
kasus ini terkait dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian 
pada hari Senin, 15 Mei 2017 pukul 10.00 Wita. Beliau berpendapat 
bahwa dalam hal penjatuhan pidana, harus berfokus pada berbagai 
aspek. Sehingga putusan yang di jatuhkan dapat mencerminkan rasa 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku sebagai 
subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
maupun terhadap korban. Sejauh mana akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatan pelaku juga menjadi hal penting bagi hakim dalam 
mengukur sejauh mana kerugian yang dialami oleh korban. 
 
3. Analisis Penulis 
Amar putusan merupakan ”Mahkota” dari suatu proses peradilan, 
oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan 
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tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 
hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. 
Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam 
suatu kasus pidana guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri. 
Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhakan oleh hakim 
tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum 
dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang 
bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang 
mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan 
secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi 
masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga 
terdakwa pada khususnya. 
Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis 
Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-
pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.  
Berdasarkan fungsinya, Majelis Hakim menjadikan surat dakwaan 
sebagai pedoman didalam melakukan pemeriksaan dipersidangan 
dan tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan 
putusan. Majelis Hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang 
bersalah atas perbuatannya bilamana Jaksa Penuntut Umum tidak 
memasukkan kedalam surat dakwaan meskipun yang terbukti bahwa 
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pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan. 
Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 
(tiga) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yakni : ”keterangan saksi korban, surat, dan keterangan 
terdakwa. Jadi hal ini sudah cukup alat bukti untuk diajukan di 
persidangan”. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhakan putusan harus 
didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah 
ditambah keyakinan hakim. 
Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, menurut penulis 
sudah tepat. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa berdasarkan surat 
dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang 
oleh Majelis Hakim sangat penting dalam menentukan dan 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melihat secara 
keseluruhan serangkaian perbuatan terdakwa yang kemudian harus 
diuji dan dibuktikan kesemua unsur-unsur dari tindak pidana. 
Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa, penulis rasa masih kurang bersesuaian dengan tindak 
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pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam keterangan 
terdakwa sendiri, para terdakwa melihat para korban tersebut seperti 
orang gila (sakit Jiwa), semestinya Majelis Hakim juga 
mempertimbangkan hal tersebut. Jika kekerasan yang dilakukan oleh 
orang sakit jiwa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana 
bagaimana jika sebaliknya, orang sakit jiwa yang menjadi korban 
kekerasan. Hal ini patut untuk dipertimbangkan, apakah ini bisa 
menjadi hal yang memperingan atau memperberat pidana. 
Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan 
terdakwa, alat-alat bukti dipersidangan, kasaksian para saksi, 
keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga Majelis Hakim 
menjatuhkan vonis 6 (enam) tahun pidana penjara sudah sepadan 
















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan ketentuan pidana materil oleh Jaksa Penuntut Umum dan 
Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 213/PID.B/2015/PN.WTP 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa dinyatakan 
bersalah menurut Pasal 170 ayat (2) ke-3. Dari fakta hukum yang 
terungkap dalam persidangan, penerapan hukum pidana materil 
dalam perkara ini tidak tepat. Dengan alasan bahwa pasal tersebut 
merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Menurut sifatnya 
dapat menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan kehidupan 
masyarakat. Hal ini tidak berkesesuaian dengan perkara ini, dimana 
perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa ini tidak 
menimbulkan kekacauan terhadap keteriban dan kenyamanan 
masyarakat banyak. Sehingga dalam perkara ini lebih tepatnya 
dijatuhkan dengan tindak pidana penganiayaan berat Pasal 354 ayat 
(2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.  
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 
213/PID.B/2015/PN.WTP menurut penulis sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan tiga alat bukti yang 
sah yaitu keterangan saksi, surat berupa Visum et Repertum dan 
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keterangan terdakwa beserta barang bukti. Majelis hakim berdasarkan 
fakta-fakta di persidangan menilai bahwa para terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya, pada saat melakukan 
perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan 
tidak mengurungkan niatnya serta tidak adanya alasan penghapusan 
pidana. Tentang hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa 
mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan adapun hal-hal yang 
meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan 
menyesali perbuatannya, para terdakwa tidak berbelit-belit dalam 
memberikan keterangan, para terdakwa belum pernah dipidana dan 
para terdakwa masih muda. 
 
B. SARAN 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim 
untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus 
mengetahui pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya 
hukum secara formal tetapi juga hukum secara materil agar tidak 
salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur 
yang didakwakan. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat 
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penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana sekiranya ditindak 
dengan tegas, dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi 
hukum (mengembalikan seperti semula). 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti 
yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka 
untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan dan 
mempertimbangkannya baik-baik, sehingga dari fakta yang timbul 
tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat 
atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus 
bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar 
faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan 
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